BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 241/07/HK/2023

TENTANG
PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan akKses
layanan Pendidikan serta meringankan beban
masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan
Taman Kanak-kanak yang bermutu dan
berkualitas, dipandang perlu melakukan
perubahan terhadap Status Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini yang dikelola oleh masyarakat atau
pemerintah desa menjadi Taman Kanak-kanak
Negeri;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini, mengamanatkan Kepala Dinas
mengajukan perubahan Status Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini yang semula diselenggarakan oleh
masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan
Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada
Bupati/Wali Kota dengan melampirkan dokumen

persyaratan sesuai ketentuan eratur,
perundang-undangan,; e o

bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pencidikan
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkun
Nomor 421.1/2693.1/Disdikpora, tanggal 27 J g
2023, Perihal: Pengajuan Perubahan St.aum
Lembaga PAUD (Penegerian TK), perlu me gus
Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; N

d. bahwa berdasar - B d
: kan pertimbangan ! o
dimaksud dalam huruf g % 4 ;a?i}agalmana L
gz:-ﬁlbalﬁ?estg}m Xeputusan  Bupati ;;utaf o
tu s
D s Satuan Pendidikan Anak ygois




Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Repulik
Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
Tentang  Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor  51095)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesir;;
Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasiona]
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Sg
Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usig
Dini;



7. Peraturan Menteri e i -
A enteri Pendidikan dan Kebudavaar
gomgr; 84 Tahun 2014 tentang Pendiri ang:}'am
.1 cr;dldﬂ-‘:an Ana_k USia Dini (Berita Nega ke e

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
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Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaar
Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Tel

Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687),

MEMUTUSKAN i
Menetapkan '

KESATU . Menetapkan Perubahan Status Satuan
Anak Usia Dini (PAUD) yang semula dise
oleh masyarakat atau pemerintah desa me
PAUD yang diselenggarakan oleh
Kabupaten Klungkung.

KEDUA : Daftar Satuan PAUD yang diubah
sebagaimana dimaksud dalam Di
tercantum dalam Lampiran yang merups
tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati

KETIGA . Segala biaya yang timbul sebagai akib
Keputusan Bupati ini dibebankan
Pendapatan dan Belanja Da ;
Klungkung.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai b
Juli 2023.

Tembusan Keputusan Bupati ini dise
1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Kepala Dinas Pendidikan,

Denpasar.
3. Kepala Dinas Pendidikan,
Klungkung di Semarap
4. Inspektur Daerah Kabup









